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Perubahan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU

Menimbang

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan
pelayanan terpadu, Direktorat Jenderal Keuangan
Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan
perubahan standar operasional prosedur
penyelenggaraan pelayanan terpadu di lingkungan
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Percepatan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri;
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan terpadu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri;
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM
NEGERI.
Pasal |
1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
2. Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, meliputi:
a. SOP Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi
Ranperda tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD;
b. SOP Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi
Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang
Penjabaran Perubahan APBD; dan
c. SOP Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi
Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

Pasal Il
Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2012.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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